BAB V
PENUTUP

1.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis Surat

Pemberitahuan Pajak Penghasilan asli Kota Bima, peneliti menyimpulkan
bahwa Peraturan Pemerintah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2012 tentang
pemungutan pajak deklarasi daerah adalah sebesar 25%. dari jumlah pajak
yang dinyatakan. atau umumnya nilai sewa laporan. Adapun perhitungan nilai
sewa reklame kota Bima diatur dengan SK Walikota Bima nomor:
500/423/KEP/IV/2013, sehingga perhitungan besarnya pajak reklame yang
dibayar oleh Wajib Pajak dan DISPENDABLE hanya menjadi pedoman
dalam keputusan ini. Pemungutan pajak untuk iklan DISPENDA hanya
menerapkan sistem pajak resmi. Beberapa kesimpulan dari permasalahan
penelitian ini tentang kemungkinan pajak reklame diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2017 pajak reklame Kota Bima sebesar Rp.303.826. Tahun 2018
sebesar Rp. 369.151.413 ,- dan tahun 2019 mengalami peningkatan
sebesar Rp 431.206.952.,-.

2. Tahun 2015 kontribusi pajak reklame daerah mencapai 62.23% dan
pendapatan asli daerah 99,07 %. Disusul pada 2016 peningkatan pada
pajak daerah sebesar 69.46% dan pada pendapatan asli daerah sebesar
99,07 %. Kemudian tahun 2017 peningkatan kontribusi pajak reklame
sebesar 99,78 % dan pendapatan asli daerah 99,07 %. Selanjutnya pada

2018 penurunan pajak daerah sebesar 99,88% dan pendapatan asli daerah
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sebesar 99,07 %. Terakhir pada 2019 peningkatan pajak daera sebesar
100,22 % dan pendapatan asli daerah sebesar 99,07 % .

Efisiensi pemungutan pajak reklame DISPENDA Kota Bima tahun 2015
dibandingkan dengan target pajak reklame lebih rendah karena hanya
dapat mencapai 62,23%, efektif karena dapat mencapai 99,78%. Pada
tahun 2018, pemungutan pajak efektif karena mampu mencapai 99,88%.
Pada tahun 2019, DISPENDA berhasil mengumpulkan pajak secara
efisien karena mampu mencapai 100,22%.

. Target pajak reklame yang ditetapkan olen DISPENDA Kota Bima tahun
2017-2019 dapat dicapai dengan penerimaan melebihi target yang
ditetapkan, namun potensi pajak reklame jauh lebih besar dari jumlah
penerimaan pajak yang diberitahukan. Pasalnya, pajak reklame masih
memiliki potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Jika potensi
tersebut dapat dimaksimalkan maka akan meningkatkan kontribusi
terhadap PAD Kota Bima.

Peningkatan signifikan realisasi penerimaan pajak dari pelaporan tahun
2017-2018. Realisasi tahun 2015 hanya sebesar Rp. 287.570.831,-
sedangkan tahun 2017 sebesar Rp. NOK 303.826.146. Hal ini
dikarenakan secara umum pelaksanaan perubahan pendaftaran pajak
berdasarkan Peraturan Daerah Perpajakan Daerah Nomor 3 Tahun 2012
Kota Bima yaitu. dari 20% menjadi 25%.

DISPENDA Lapangan Il Bima menghadapi berbagai kendala, yaitu

batas internal dan eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya personel
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dalam pencatatan, penagihan, kurangnya sarana dan prasarana terutama
sistem komputer, menghambat operasional. Walaupun kendala eksternal
yaitu ketidaktahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan terhadap peraturan
perpajakan yang berlaku.
1.2 Saran-Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang yang
dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pentingnya pendataan pajak reklame secara rutin untuk mengetahui
potensi sebenarnya dari subjek pajak. Dalam menetapkan tujuan
tambahan harus memperhatikan potensi yang sebenarnya, sehingga
DISPENDA Kota Bima terpacu untuk mencapai tujuan tersebut dan
meningkatkan penerimaan pajak reklame.

2. Kementerian Kebudayaan dapat memanfaatkan potensi yang belum
tergarap secara optimal di bidang Pajak Reklame [l untuk
memaksimalkan penerimaan perpajakan.

3. Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara rutin kepada wajib pajak
untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak
tepat jumlah dan tepat waktu. Dispenda juga diharapkan dapat memberikan
sanksi yang berat kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban
pembayaran pajaknya.

4. Pentingnya pelatihan berkala bagi staf DISPENDA Bidang Il
Periklanan Kota Bima bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia. Harus memperhatikan semua sarana dan prasarana dalam
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mendukung kegiatan, terutama perbaikan sistem komputer dan
perekrutan personel jika diperlukan.
Penelitian selanjutnya dengan topik pembahasan yang sama harus

memperluas bidang penelitian.
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